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Komisi Pemberantasan Korupsi et

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA . DINAS PERTANIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS MULIADI, S.PT
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 474235
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/200 m2 di LOMBOK
TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000
2.  Tanah Seluas 10000 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000
1. MOBIL, PANTHER MINI BUS Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 88.750.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—-=
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.682.959
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 4.201.432.959
II.HUTANG Rp. -
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.201.432.959

Catatan:

3

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE
2. Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERTANIAN
3. NHK : 409892
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 541.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/69 m2 di KAB / KOTA
LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 295 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL
SENDIRI Rp. 191.750.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 224.770.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 918.020.000
. HUTANG Rp. -—--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 918.020.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA . DINAS PERTANIAN

SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI
1. Nama : TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE
2. Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERTANIAN
3. NHK : 409892
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/69 m2 di LOMBOK TENGAH,
HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 295 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
185.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -z

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 215.765.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 886.015.000
II.HUTANG Rp. -
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 886.015.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA . DINAS PERTANIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMAD SOLIHIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG HORTIKULTURA
3. NHK . 463466
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/169 m2 di LOMBOK
TENGAH, WARISAN Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 26.000.000
1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—-=
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.145.257
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 690.645.257
II.HUTANG Rp. 200.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 490.645.257

Catatan:

3

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA . DINAS PERTANIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : ADJAR SAPTO UTOMO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 474354
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di LOMBOK
TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.500.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA XD 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT 100 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

10.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.750.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 167.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 686.250.000
. HUTANG Rp. ==
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 686.250.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : YUSUP ADI
2. Jabatan . KEPALA BIDANG
3. NHK . 778642
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.421.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/144 m2 di LOMBOK
TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

2. Tanah Seluas 3957 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
390.000.000

3.  Tanah Seluas 1210 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
120.000.000

4. Tanah Seluas 2146 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
210.000.000

5. Tanah Seluas 2498 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
240.000.000

6. Tanah Seluas 6065 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
600.000.000

7. Tanah Seluas 3708 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
370.000.000

8. Tanah Seluas 6606 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
660.000.000

9. Tanah Seluas 1017 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
100.000.000

10. Tanah Seluas 1896 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
190.000.000

11. Tanah Seluas 2998 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
290.000.000
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12. Tanah Seluas 3095 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
300.000.000

13. Tanah Seluas 3340 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
330.000.000

14. Tanah Seluas 2078 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
200.000.000

15. Tanah Seluas 3513 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
150.000.000

16. Tanah Seluas 964 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
46.000.000

17. Tanah Seluas 1072 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
50.000.000

18. Tanah Seluas 1547 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
75.000.000

19. Tanah Seluas 2813 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
140.000.000

20. Tanah Seluas 2185 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.
210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 252.000.000

1. MOBIL, PANTHER PICK UP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

2. MOBIL, INOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

3. MOTOR, HONDA SCUPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000

5. MOTOR, HONDA WIN Tahun 2005, WARISAN Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 71.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 105.908.332

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 5.849.908.332
II.HUTANG Rp. 180.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.669.908.332

Catatan:



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA . DINAS PERTANIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . ZAINAL ARIFIN, S.ST
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK 499515
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di LOMBOK
TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. Tanah Seluas 2500 m2 di LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

3. Tanah Seluas 200 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 163.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. -——-

F. HARTA LAINNYA Rp. -—-
Sub Total Rp. 634.000.000
II.HUTANG Rp. 210.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 424.000.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



